BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PBB P2 TAHUN 2020 AKIBAT
DAMPAK PENYEBARAN VIRUS CORONA DISEASE 2019

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SOLOK SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan, yang menyatakan bahwa
Ketentuan lebih  lanjut mengetai tata cara
pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi
dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
diatur dengan Peraturan Bupati;

bahwa wabah Virus Corona (Corona Virus Disease
2019/Covid-19), telah ditetapkan sebagai bencana
nasional non alam dan penyebarannya telah
berdampak kepada pekerjaan atau kegiatan usaha
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

bahwa untuk meringankan beban dan dampak sosial
ekonomi bagi Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terdampak Covid-19,
perlu  diberikan kebijakan perpajakan  berupa
pembebasan kewajiban pembayaran pajak yang

terutang untuk Tahun 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

—a\



Mengingat

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan
Kewajiban Pembayaran PBB P2 Tahun 2020 Akibat
Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesai Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

SR



10.

11.

12.

13.

Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Solok Selatan Tahun 2014 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2019



Menetapkan

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PBB P2 TAHUN 2020 AKIBAT
DAMPAK PENYEBARAN VIRUS CORONA DESEASE 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2
3.

Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.

Bupati adalah Bupati Solok Selatan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok
Selatan yang selanjutnya disingkat BPKD.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk  keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah Pajak atas
bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah Bumi adalah Permukaan bumi yang
meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah

Kabupaten.
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11.

12.

13.

Bangunan adalah adalah Konstruksi teknik yang
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan
atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah objek pajak bumi dan /atau bangunan
yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali objek Pajak Bumi dan
Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah
orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat
atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak
adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai
dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan
dikenakan kewajiban membayar pajak.

Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan wusaha, meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik
atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha
Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.

Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak,
atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.



14. Pokok ketetapan adalah nilai PBB P2 yang harus
dibayar yang tercatat dalam basis data PBB P2.

15. Penyakit Corona virus 2019 ( COVID-19 ) adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom

pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tentang
pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun 2020 karena dampak penyebaran Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19).

BAB III
PEMBEBASAN PBB P2 TAHUN 2020

Pasal 3

Bupati karena jabatannya dapat membuat suatu kebijakan
pembatalan atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan untuk memberikan keringanan
kepada Wajib Pajak yang sedang menghadapi wabah Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pasal 4

(1) Pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 3 dilakukan untuk seluruh ketetapan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tahun 2020.

(2) Dengan dibatalkannya ketetapan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib

Pajak dibebaskan dari kewajiban pembayaran Pajak



Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun
2020.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak

berlaku bagi :

a. Wajib Pajak PBB P2 yang berbentuk badan.

b. Wajib Pajak PBB P2 Orang Pribadi yang mengajukan
permohohan verifikasi SSPD BPHTB.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 1Y Mg 2020

ia/ Plt.BYPATI SOLOK SELATA /NQ/

;&ABDUL

Diundangkan di  Padang Aro
pada tanggal \4 i 2020

KRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 4



